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KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan
yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang
bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan
kebijakan, melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar
sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2020 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu
Tengah, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis,
terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang
dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi
seluruh jajaran KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dan para pemangku kepentingan
dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan
sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian
sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia zote, sebagaimana
diamanatkan pada RPJMN 2020-2024.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bengkulu Tengah harus melaksanakannya secara akuntabel dan
senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan
pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Komisi Pemilihan Umum
2020-2024 yaitu KPU menjadi penyelenggara pemilu yang professional, berintegrasi
dan mandiri untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah
berpartisipasi mewujukan Renstra KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020-
2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini
bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah
sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU
TENGAH,

.
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PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan suatu tujuan Komisi Pemihan Umum yang mandiri, profesional
dan berintegritas diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik adalah
proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu,
dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

Perencanaan strategis merupakan upaya untuk melaksanakan tiga langkah penting
yaitu, perfama, mengidentifikasi kecenderungan, ancaman, dan peluang, dimana hasilnya
mungkin dapat mengubah kecenderungan historis. Kedua, menyempumakan performance
organisasi yang didorong oleh adanya kondisi kompetitif. Ketiga, membandingkan unit kerja
dalam organisasi untuk menyusun prioritas pengembangan dengan cara mengalokasikan
sumber daya strategis berdasarkan prospek tiap unit kerja.

Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai lembaga
penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 maka dituntut menjadi lembaga yang independen.

Dalam menyelenggarakan oraganisasi ini maka diperlukan Rencana Sirategis yang
di susun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 - 2024
yang menjadi dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu Rencana Strategis ini berpedoman pada RPJMN (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional) merupakan pelaksanaan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah memuat visi, misi,

tujuan, sasaran dan strategi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode

5 (lima) tahun kedepan.




1.1 KONDISI UMUM

Dalam perspekiif ketatancgaraan. pemilihan umum (pemilu) merupakan titik awal
strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu
merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara.
Dalam sejarah peijalanannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu
sebanyak 11 (sebelas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.
Adapun gambaran sejarah peijalanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat

dilihat pada Lampiran 3.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandin, KPU memiliki tugas dan fungsi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempumaan dalam
konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.
Penyempumaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum
merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional {constitutional
importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandin dalam
menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang

diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 18 UU Nomor 7

Tahun 2017 meliputi.

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan




KPPS dalam wilayah kerjanya;
d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan Pemilu terakhir dengan memperhatikan
data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan

menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota
DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta
wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota
terpilin sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di

Kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya,;

h. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu

Kabupaten/Kota;

i. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas

dan wewenang KPU Kabupaten/kota kepada masyarakat:

j- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, danfatau

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota. Setjen KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab
kepada Ketua KPU. Sesuai Pasal 88 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017,

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :




a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif;

c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan
Pemilu;

d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR,
DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;

e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban
KPU Kabupaten/Kota;

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU
Kab/Kota, Sekretariat KPU Kabuten/kota terdiri dari ;

1. Sekretaris KPU Kota;

2. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan,Data dn informasi

4. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

5. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas

Dan dibantu oleh Pegawai dan staf di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu
Tengah yang terdiri dari dari Pegawai 16 Orang, dan Honor APBN 7 orang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Bengkulu Tengah
didukung oleh 7 orang Honorer dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan.

Rincian jumlah pejabat pada Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah dapat
dilihat di Tabel 1.1




Tabel 1.1 Jumlah pejabat pada Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

NO Eselon Jumlah
] 1
2 A% 3
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Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2015-2019, aktivitas organisasi KPU
Kabupaten Bengkulu Tengah mengacu pada 3 (tiga) buah program kerja Komisi
Pemilihan Umum yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (ekstemal). Program
kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas)
indikator kinerja kegiatan; dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan.
Sedangkan untuk program yang bersifat ekstemal adalah program penguatan
kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran
kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bengkulu Tengah berpegang pada legalitas formal yang telah
dihasilkan KPU yaitu produk hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan
kelembagaan Komisi Pemilihan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia

penyelenggara pemilu yang berintegritas;

REKAPITULASI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BENGKULU

TENGAH
NO | UNITKERJA |PNS |CPNS | PRAMUBAKTI | SOPIR |SATPAM | JUMLAH
KABUPATEN
1 BENGKULD 16 4 2 1 23
TENGAH

Bahwa jumlah SDM KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sejumlah 23, dengan status

kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 16 orang atau 70,83 %;

dan

2. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 7 atau 29,17 %.
Dilihat dari komposisi PNS Sekretanat KPU Sekretariat Kabupaten Bengkulu
Tengah yang




berjumlah 16 orang yang terdiri dari 15 PNS Organik dan 1 PNS Pemda (sebagaimana
Tabel 1.1.2 dibawah) maka pegawai KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sudah memenuhi
kebutuhan standard.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan

terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 5

orang, S1 sebanyak 9 orang dan D3 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 1 orang

sebagaimana tabel 3 dibawah.

Tabel 3.
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 52 5
2 51 9
3 D3 1
4 SLTA 1
TOTAL 24

Sumber: data SDM KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Sejalan dengan prinsip-prinsip g/ govemance dan dean governance, KPU
Kabupaten Bengkulu Tengah selalu berupaya mendukung ATT/Komisi Pemilihan
Umum untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang
sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

penggunaan keuangan negaia dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Arah kebijakan Komisi Pemilhan Umum untuk meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja,
akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi

yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan




perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan

strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Desigp Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan

Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 -

2014, maka agenda reformasi birckrasi Komisi Pemilihan Umum mencakup 8 (delapan)

area perubahan, antara lain:

1.

Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan
dan sasaran tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit

terbesar;

. Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui

pembangunan SOP dan sistem infonnasi e-govermment yang terintegrasi dengan

berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;

. Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU

yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang- undangan lain;

. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setien KPU yang didukung

dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan
pegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi

kepegawaian yang handal;

. Sistem pengawasan yang mcmberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas

pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;

. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;

. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan

minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan; dan

. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam

peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN,

mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara

Keberhasilan perumusan arah perubahan organisasi tersebut mendapat ujian yang




sangat berat ketika bangsa Indonesia menyelenggarakan perhelatan akbar pemilihan
umum legisiatif nasional dan pemilihan Piesiden dan Wakil Presiden di tahun 2014,
Dalam pemilu tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah membuktikan bahwa
organisasinya benar-benar bersifat mandin, professional, adil dan transparan.
Pengakuan keberhasilan ini ditunjukkan dengan raihan penghargaan dan rekor dan
beberapa organisasi, diantaranya adalah: (1) Penghargaan dari Soegang Saijadi Sdviof
of Govemment sebagai Guardian ofDemocracy, (2) Penghargaan dari Lembaga
Partnershipfor Govemance Reform atas penerapan prinsip transparansi dan
akuntabilitas data pemilu 2014; dan (3) Pemecahan rekor MURI sebagai penyelenggara
pemilu dengan peserta terbanyak, yaitu 133 juta pemilih dan transparansi data pemilu
2014,

Pencapaian kinerja organisasi yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk
menjadi organisasi dengan brand image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik
yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur,

Seluruh Rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi publik dalam rangka
mewujudkan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik dalam
tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat
perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Sebagai amanat
pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat
luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif
(didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki
kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, dimana informasi
adalah milik setiap individu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai beberapa sistem
informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik,

yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan

Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu).




Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) dikembangkan atas kerjasama
KPU dengan ITB dan BIG. Sistem Informasi logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu),
berguna untuk meningkatkan pengelolaan logistk mulai dan perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan berfongsinya Silog Pemilu, pengadaan
dan distribusi logistik Pemilu diharapkan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat
sasaran, tepat kualitas, dan hemat anggaran.

Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem
Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pmeilihan Umum
(Pemiliu). Publik dapat melihat jumlah ‘fempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap
provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia

Pemilhan Kecamatan (PPK), pemilh, suarat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara

dan bilik suara.




1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, vyakni
terseienggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan
hak politik masyarakat, tidak teriepas dan beberapa aspek yang mempengaruhinya,

diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas,
kapabilitas dan akuntabilitas;

2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya

untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan

3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan
kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan
kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya
seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan

dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang
berupa kekuatan (strentflydan kelemahan (weaknesses sumber daya dalam organisasi,
serta faktor ekstemal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threat/) yang
dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-
dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke
depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber
Daya Manusia, Aspek Kcpemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek

Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi



Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders

1.2.1. Potensi

A. Aspek Kelembagaan

Dari evaluasi organisasi KPU tahun 2014 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap
aspek kelembagaan KPU yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam

kurun waktu lima tahun ke depan yang ditunjukkan pada gambar dibawabh ini.

Berdasarkan gambar 6 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum struktur
kelembagaan KPU telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini
terlihat dari proporsi pemvataan yang menjawab sangat setuju dan setuju sebesar 20%
dan 54%. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan
sebagai berikut:

V Organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan

bebas intervensi dari pihak manapiin. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu

Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di

berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas,

transparansi dan akuntabilitas.

v Organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi
birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi
pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan
independen.

\ Setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.

V Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi

sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja

organisasi.




B. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi lima pemyataan dengan hasil

sebagaimana ditunjukkan pada gambar 9 dibawah ini

Berdasarkan gambar 9 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU belum
sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Hal ini
terlihat dan proporsi pemyataan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju
sebesar 49% dan 11% atas kondisi kekinian pembinaan SDM KPU. Namun, jika dilihat
lebih jauh lagi pada pemyataan yang ada, maka terdapat beberapa point penting yang

menjadi kekuatan KPU sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

V Organisasi KPU memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar
belakang pendidikan dan usia, serta tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini
memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional.

Y Organisasi KPU telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai
dengan puma tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai
melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking,
dan sebagainya.

Y Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil
(perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini
diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang
bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan

dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan cleh anggota KPU.
C. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan meliputi sembilan pemyataan
dengan hasil, secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif,
responsif dan komunikatif. Hal ini terlihat dari proporsi pemyataan yang menjawab sangat

setuju dan setuju masing-masing sebesar 58% dan 26% atas praktik kepemimpinan

tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat




diuraikan sebagai berikut:

v Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk
membawa KPU kearah lebih baik.

Y Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang
organisasi terendah.

Y Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya
komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola
sumber daya organisasi dengan baik.

v Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati
antar seluruh elemen organisasi.

v Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif
dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.

J Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi

organisasi.
D. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran meliputi empat
pemyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar 9 dibawah ini.
Berdasarkan gambar 9 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah
berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari proporsi pemyataan yang
menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing sebesar 10% dan 50% atas aspek
tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan

anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

V' Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi
aktif seluruh elemen organisasi.
V Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

v Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi




Pemerintahan (SAP).

Y Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik
memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini
berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga

penyelenggara pemilu yang kredibel.

E. Aspek Business Process Dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU yang
merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke

depan dapat ditunjukkan pada gambar 10 dibawah ini.

Berdasarkan gambar 10 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU telah
menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini
terlihat dan proporsi pemyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-

< masing sebesar 18% dan 51% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut

atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Y Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan
mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki
mekanismeftatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi
pericdik dan masukan dari berbagai stakeholders

v Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat
peraturan yang jelas dan mudah dipahami.

Y Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal
maupun ekstemal.

v Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan

i kebijakan organisasi dengan baik.
v Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat

dan tepat.



F. Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi
informasi meliputi tiga pemyataan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada gambar

11 dibawah ini

Berdasarkan gambar 11 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum KPU
membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat
guna Hal ini terlihat dari proporsi pemyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju
masing-masing sebesar 13% dan 55% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih
lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan

sebagai berikut:

v Organisasi KPU memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.

v Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja
organisasi.

V Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas

pelayanan kepada stakeholders.

G. Aspek hubungan dengan stakeholders

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders meliputi

Telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders-nya. Hal ini terlihat
dari proporsi pemyataan yang menjawab sangat setuju dan setuju masing-masing
sebesar 15% dan 64% atas aspek tersebut. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas

potensi aspek hubungan dengan stakeholdersdapat diuraikan sebagai berikut:

v Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka
puas dengan kinerja organisasi.
V Organisasi KPU berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.

v Organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang nil dan strategis
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kepada stakeholder's yang ada.

1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di Indonesia,
KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dan dalam organisasi
maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dan yang
bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses
identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi
faktual KPU. Adapun permasalahan KPU berdasarkan dimensi prosesnya dapat
dijabarkan sebagai berikut:

A. Kelembagaan

v Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang
kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri
menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih dalam
pemilu;

v Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit
kerja sehingga teijadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada
inefisiensi kerja organisasi.

v Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit
keria yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih
terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja
organisasi.

\ Proses intemalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan

v Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu

yang berdekatan

B.SDM
; v Sebagian besar PNS di KPU merupakan PNS organik
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v Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung
mempengaruhi kinerja pegawai.
C. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Setjen KPU perihal

ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan

menjadi lambat.




D. Perencanaan dan Anggaran

v Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan
demokrasi dan perbaikan proses politik.

v Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan
evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen Kinerja
organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi
yang masih berpredikat CC.

\ Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimana
penyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

E. Business Process dan Kebijakan

v Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

\ Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas
setiap jenis layanan yang berikan.

v Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat
dan tepat.

\ Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum

sepenuhnya dilakukan.

F. Dukungan Infrastruktur dan IT

v Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi organisasi.

v Status kepemilikan atas tanah dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini
belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU
Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki bangunan sehingga kantor bisa

dipindahkan setiap saat sesuai dengan kewenangan pemilik tanah dan




bangunan.

G. Hubungan dengan Stakeholders

\ Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU.

\V Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh
KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah.

v Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan
efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah
tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang
berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan
tersebut adalah sebagai berikut:

J Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat
dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik
yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah
masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.

v Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

v Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.
Berdasarkan uraian lingkungan internal dan ekstemal di atas, maka dirumuskan

faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang

sebagaimana diringkas dalam tabel 5 berikut:




Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Ekstemal

~ FAKTOR |

NTERNAL

Kekuatan (Strength)

= Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang
penyelenggara pemilu (S1)

» Komitmen pimpinan kuat (S2)

= Reformasi Birokrasi yang telah
dicanangkan (S3)

= SDM yang besar (S4)

» Pegawai memiliki persepsi yang sama
Bkan tugas dan fungsi organisasi (S5)

= Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6)«
= Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)
= Standar dan Maki umat Pelayanan bel um

Fepenuhnya dibuat (W6)

Kelemahan (Weaknesses)

» Overlapping program dan kegiatan antar
unit kerja (W1)

* Beban kerja pegawai tidak proporsional
(W2)

= Disparitas kompetensi pegawai (W3)

= Parsialitas manajemen kinerja (W4)

= Sistemn pengawasan atas pengelolaan
anggaran lemah (W4)

Sarana dan Prasarana terbatas (W8)
» Pemanfaatan teknologi informasi belum
pptimal (W9)

= Loyalitas pegawai rendah (W10)
= Pagu anggaran bel um memadai (W11)

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (Opportunity)

= Sasaran pokok pembangunan demokrasi
Indonesia (01)

= Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP
dan lembaga penegakan hukum lainnya (03)

F Hubungan baik dengan Bawaslu, DKFPP
dan lembaga penegakan hukum lainnya (03)

» Potensi pengembangan SDM (04)
= Kesempatan pendidikan formal dan diklat
(05)

= Kemajuan Teknologi Informasi (06)
= Harapan masyarakat tinggi (07)

» Peraturan perundangan tentang si stem

pemilu mudah berubah (T1)
= Opini publik mudah digeser (T2)

» Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil
pemilu yang berakhir ricuh (T3)

= Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar
pada bukti (T4)

» Mayoritas SDM dengan status DPK (T5)
= Distribusi logistik terkendala kondisi
geografis (T6)




Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT
yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength - Opportunity (S-0) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan

jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu
yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;

b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap
persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

c. Peningkatan kualitas SDM KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluaan yang

terintegrasi.

2. Strategi Weakness - Opportunity (W-0O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang
ekstemal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan firngsi unit kerja;
b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja
KPU;
d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan
anggaran;
e, Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas
kepemiluan.
3. Strategi Strength - Threat (S-T): Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman
dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi
terkait;

b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;




c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;

d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap
perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

. Strategi Weakness - Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk

melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;

b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi
terkait;

c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan

kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.




1. Membangun SDM yang Kempeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara
Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif,
dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku
kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4, Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan
pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman
secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara
Pemilu;

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,

serta aksesable.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang

hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan
kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia:

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan

aksesabel.
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BAB I
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan
Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan
mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh
pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga
menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di
samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil
bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya
di bidang politikk kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum
dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni
pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini
menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi
menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri

demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilinan umum di Indonesia.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan

yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

-




1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara
Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif,
dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku
kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan
pemilih yang berkelanjutan;

5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman
secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara
Pemilu;

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,

serta aksesable.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang
hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:
1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan
kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan

aksesabel.
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2.4 Sasaran Strategis Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak
dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi
yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks
penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks
integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya
tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas
instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3
tersebut maka sasaran- sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak

dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah scbagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Persentase partisipasi pemilih peiempuan dalam Pemilu;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak
pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

e. Persentase KPPS yang telah menerima periengakapan pemungutan dan
penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
tepat jumlah dan kualitas.

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut:

a. Persentase terpenuhinya jumiah pegawai organik kesekretariatan KPU,

b. Persentase ketepatan waktu pcnyelesaian administrasi kepegawaian;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

d. Opini BPK atas LHP;
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e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden, Gubemur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran
strategis sebagai berikut:
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi,

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.




BAB Il
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Provinsi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 - 2025 telah ditentukan tahapan dan pnoritas
untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN].
Dalam pentahapan RPJPN 2005 - 2025, RPJMN tahap ke-3, vakni pada tahun 2020-
2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan
menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis
sumber daya alam yang tersedia sumber daya manusia yang berkualitas, serta

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020-2024, yakni sasaran pembangunan di
bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan
nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi
demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan
akuntabilitas kinerja pemerintahanjdan (3) penyempurmaan dan peningkatan kualitas
reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang
ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat
antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:

(1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait

dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2)

Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang




lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan
demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5)
Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses
demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi
pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik,
masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses
demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari
lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkaijian,
pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi
sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan
pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk
mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi,
rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik
melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan
demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yangterkait dengan sistem kepemiluan,
sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah
secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui
strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah;
penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan
pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

b. Penerapan e-governmentuntuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan

pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang




secara vertikal dan/atau horizontal, dan penguatan sinergitas antar lembaga baik
di pusat maupun di daerah.

b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh
dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan
reformasi birokrasi nasional, penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur
negara; perluasan dan tasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah;
dan penyempumaan si stem evaluasi pelaksanaan RBN.

¢. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif,
dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan
formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas
kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi
pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi
(TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem
promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin
efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), penerapan
sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian
nasional.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain:
memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara
konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas
pengawasan pelayanan publik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Satker KPU Kabupaten Bengkulu Tengah

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis
yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut

diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif Peta strategi ini merupakan

suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran




dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e- government
yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-
government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan
secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan
sistem kearsipan berbasisTIK.

c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam
penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyeleng-garaan
negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain:
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap
badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan
informasi publik; publikasi semua proses peren-canaan, penganggaran dan
pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang
partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat
diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan
publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dan
penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasionai

a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan
sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan
pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal

pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan

tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur




stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguiji alur pikir suatu strategi. Peta
strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas
kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku
kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dan keberhasilan
pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif
pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang
dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.
Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan
harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.
Stakeholders ekstemal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara
Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta
masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi
Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar 3.1
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Komisi Pemilihan Umum pada kurun waktu 2020-2024, akan menggunakan 3
(tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit
kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program ini
merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program
(oufcome) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitasi pembentukan
lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksanannya pemutakhiran
data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten
dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi
kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Dengan indikator kinerja programnya adalah :@ persentase Pemutakhiran Data
Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi,
Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan
KPU, serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi
kepegawaian. Arah kebijakan program ini mencakup:

1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga,
data dan informasi serta monitoring dan evaluasi,

2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian,
inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;

3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari
untuk KPU seluruh Indonesia;

4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di
lingkungan Setjen KPU,

5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di
lingkungan Setjen KPU,

6) Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel




berikut;

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1 Pelaksanaan Meningkatnya  pembinaan, Persentase meningkatnyal
kuntabilitas perbendaharaan kapasitas
engetahuan/pemahaman araj
Pengelolaan ks E P
ejabat rbendaharaan pad
Ladministrasi R S r ﬁ
Terlaksananya system| Jumlah laporan sistem akuntansi
euangan di
akuntansi dan pelaporan| dan pelaporan keuangan
ingkungan Setjen "1
keuangan
PU

Petunjuk pengelolaan keuangan

di lingkungan KPU

Jumlah juklas/juknis pengelolaan

keuangan di lingkungan KPU

| Terselesaikannya

permasalahan pengelolaan|

Persentase penyelesaian

permasalahan dalam pengelolaan

penggunaan anggaran

keuangan keuangan pada satker KPU, KPU
Tersusunnya laporan| Jumiah KPU Provinsi  dan
pertanggungjawaban Kab/Kota yang menyampaikan

laporan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran (e-LPPA)




No.

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Fasilitasi

Pengelolaan Data,

Dokumentasi,

Pengadaan,

Pendistribusian,

FPemeliharaan

dan Inventarisasi

Logistik Pemilu

Pelaksanaan
Manajemen

Perencanaan dan
Data

Terlaksananya

koordinasi tingkat satker dalam

mengelola logistik pemilu

pembinaanPersentase
logistik
Pemilu di tingkat satker

pola pengelolaan

Terlaksananya pelembagaan
[SOP  pengelolaan logistik
Pemilu

Persentase pelembagaan SOP

pengelolaan logistik Pemilu

Tersusunnya standar logistik
Pemilu

Persentase penyusunan standar

logistik Pemilu
Terlaksananya pengendalian| Persentase penyusunan
dan pengaturan administrasi administrasi pengelolaan logistic

pengelolaan logistik

Persentase ketersediaan
informasi arsip dan dokumen|

pengelolaan logistik pemilu

Tersedianya data kebutuhan|

Persentase jumlah, jenis, alokasi

Jogistik dan peruntukan logistik Pemiluy
yangtepat

Tersedianya dokumenfPersentase kesesuaian antara
perencanaan danRenstra dan Renja K/L dan RKA
penganggaran, koordinasiKL
gntar lembaga, data dan1
informasi serta hasil

Persentase kemajuan

birokrasi dan tata kelola KPU

penyusunan dan pelaksanaan

model dan pedoman reformasi




No. Sasaran Kegiatan ndikator Kinerja Kegiatan
Kegiatan

Terwujudnya koordinasiPersentase fasilitasi kerjasama

antar lembaga KPU dengan lembaga lain

Fasilitasi pembentukan lembaga

riset kepemiluan dan operasi onal

i sasiny a
Terwujudnya sistem| Persentase laporan monitoring
administrasi dan evaluasi yang akuntabel dan

penyelenggaraan pemily tepat waktu

yang tertib, efektif dan efisien

Persentase KPU, KPU/KIP

Provinsi dan KPU/KIP
Kabupaten/fKota vyang targef|
kinerjanya tercapai sesuai dengan

penetapan kinerja

Jumlah dokumen RDP vyang
tersedia sesuai dengan tepatl

waktu

Tersedianya data, informasi) Persentase pemutakhiran data]
dan sarana dan prasarana pemilih di tingkat kelurahan di

teknologi informasi seluruh Indonesia




No. [Kegiatan ISasaran Kegiatan ndikator Kinerja Kegiatan

Pengembangan teknologil

informasi dalam kepemiluan: (a)

kajian e- voting, e-counting dan e-
recapitulation; (b) penguatan
sarana dan prasarana perangkat

teknologi informasi kepemiluan

A Pembinaan Tersusunnya rencanal Jumlah sistem  aplikasi yang
SDM, Pelayanan| penerapan e- Gmrernmenj digunakan dalam
dan Administrasi | yang konkrit dan terukur penyelenggaraan Pemilu
Kepegawaian Tingkat ketepatan  tertib| Penataan organisasi, pemhinaan1

administrasi dan pengelolaan| dan pengelolaan administrasi

SDM SDM

Terlaksananya Diklat Teknis | Layanan peningkatan kompetensi

dan Diklat Struktural SDM

Terselenggaranya seleksi Pelayanan pengadaan pegawail

PNS secara transparan dan e

pkuntabel

Tingkat ketepatan prosesPergantian Antar Waktu anggota
KPU

pelaksanaan pergantian -
Provinsi

antar waktu (PAW) Anggota
KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota dan KPU|

daerah pemekaran

Dokumen kepegawaian Pengelolaan data base|
kepegawaian




INo. [Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Pengembangan teknologi
informasi dalam kepemiluan: (a)
kajian e- voting, e-counting dan e-
recapitulation; (b) penguatan
sarana dan prasarana perangkat

teknologi informasi kepemiluan

W | Pembinaan Tersusunnya rencanal Jumlah sistem  aplikasi yang
SDM, Pelayanan| penerapan e- Government digunakan dalam
dan Administrasi| yang konkrit dan terukur penyelenggaraan Pemilu
Kepegawaian Tingkat ketepatan tertibj Penataan organisasi, pembinaan

administrasi dan pengelolaan| dan pengelolaan administrasi

SDM SDM

Terlaksananya Diklat Teknis | Layanan peningkatan kompetensi

dan Diklat Struktural SDM
Terselenggaranya seleksi Pelayanan pengadaan pegawai
PNS secara transparan dan pary
pkuntabel
Tingkat ketepatan prosesPergantian Antar Waktu anggota
PU
pelaksanaan pergantia ;
rovinsi

antar waktu (PAW) Anggota
KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota dan KPU

daerah pemekaran

epegawaian

ockumen kepegawaian Fengelnlaan data bas




Sasaran Kegiatan

ndikator Kinerja Kegiatan

Terlaksananya ketatalaksanaan

sSDM

Terlaksananya penataan SDM

Daerah Pemekaran

[Terseleksinya Anggota KP

L'Feleksi Anggota KPU Daerah

emekaran

Tersusunnya/Revisi

Eancangan peraturan KPU tentang
KPU

Ferkantoran
(KPU)

peratura/Keputusan epegawaian

Bidang Kepegawaian
Penyelenggaraan Meningkatnya kualitasgersantase pemenuhan kebutuhan
Operasional dan pelayanan administrasisarana dan prasarana administrasi
Pemeliharaan erkantoran penunjang kinerja pegawai

ningkatnya

e akuntabilitas|
natausahaan Barang MilikKPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke
egara KPU Nasional

Persentase pengadministrasi BMN

dalam aplikasi SIMAK

Terwujudnya

pengelolaan
persediaan (Stock Opname)

Jumlah KPU  Kab/Kota yan
melaporkan persediaan asse
berdasarkan stock opname dengan
tepat waktu

Meningkatnya

kapasita

personil pengelola BMN

ersentase ketepatan dan tertib
dministrasi pelaksanaan evaluasi|
indak lanjut

Eleningkatnya

asional

terti

dministrasi laporan BMN KPU madministrasi review laporan BMN|

ersentase ketepatan dan tertib

PU




Tersedianya peraturan KPU Persentase ketepatan penyusunan
terkait kearsipan dan pedomanregulasi kearsipan KPU lainnya
yang sesuai dengan

aturan yang lebih tinggi

Meningkatnya pengelclaanPersentase jumlah arsip yang
dan penerapan kearsipandikelola sesuai dengan penerapan
sesuai kaidah kearsipan kaidah kearsipan

Meningkatnya kapasitas Persentase sosialisasi dan

personil dalam penerapanpenerapan sistem kearsipan Elektronik
Sistem Kearsipan di elektronik di KPU Provinsi KPU Provinsi

Meningkatnya akuntabilitas Persentase jumlah satker KPU
penataan, pendataan dan Daerah (Prov, Kab/Kota) yang

penilaian arsip mengelola arsip sesuai  aturan
kearsipan
Terpenuhinya saranaPersentase ketersediaan dukungan

pendukung untuk pengadaansarana dan prasarana a-
barang dengan e-procurement Procurement

Meningkatnya kualitasPersentase  penyerahan  hasil
penyelenggaran keprotokolan, notulen rapat yang tepat waktu (3)
persidangan danhari
perpustakaan

Persentase terfasilitasinya

keprotokolan dalam pendampingan
kegiatan-kegiatan pimpinan

6 Pemeriksaan di Tersusunnya laporan hasil Persentase penurunan  kasus

lingkungan Setjen pemeriksaan terhadap penyelewengan
KPU, Sekretariat keuangan, pegawai

Provinsi dan

Sekretariat

Kabupaten/Kota




Tersusunnya laporan hasil Persentase pengaduan masyarakat
pemeriksaan dengan tujuanyang ditindaklanjuti tertentu

Tersusunnya laporan hasil Persentase penyelesaian
tindak lanjut pemeriksaan rekomendasi BPK, BPKP dan APIP
BPK, BPKP dan APIP KPU yang ditindaklanjuti

Tersusunnya laporan hasil Persentase KPU Provinsi dan KPU

evaluasi LAKIP Kabupaten/Kota yang mendapatkan
nilai akuntabilitas kinerja minimal
CcC

Tersusunnya laporan hasil Kualitas penyusunan laporan
review laporan keuangan keuangan sesuai SAP

Tersusunnya laporan hasil Persentase penganggaran KPU
review RKA K/L yang efektif dan efisien

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan
sasaran program (oufcome) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan
sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Adapun indikator kinerja programnya, yaitu persentase dukungan sarana dan
prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.
Arah kebijakan program ini adalah menyedaiakan dukungan sarana dan prasarana
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/kota.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur KPU




Mo

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

arana da

n Dukunga:[iukungan sarana|

rasarana

PenyelenggaraMeningkatnya

ransportasi/mobil

Persentase pemenuhan kendaraan

bermotor bagi pejabat dan operasional

pegawai

eningkatnya
emenuhan

eralatan dan

asilitas perkantoran

Persentase pemenuhan dukungan sarana
dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor

KPU

Meningkatnya Persentase tersedianya tanah untuk]
pemenuhan pembangunan gedung KPU Pusat dan

kebutuhan Design dan RAB pembangunan gedung
gedung/bangunan KPU

KPU Nasional

Terselesaikannya tahapan pembangunan

gedung KPU Pusat

Tersedianya tanah untuk pembangunan
gedung di KPU Daerah

Tersedianya gedung dan gudang KPU di

Daerah

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Program

ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program

(outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan




dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hokum, advokasi hokum, dan

penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu. Adapun

indikator kinerja programnya adalah: persentase ketepatan waktu harmonisasi dan

penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu

harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase

penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan

program ini mencakup :

a) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.

b) Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan

Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik




Sasaran Kegiatan hndikatur Kmerja Kegiatan

No. Kegiatan
Penyiapan enmgkatnya kuaiitasPersentase ketepatan
penyusunan ancangan Peratura ktu harmonisasi dan
Fancangan PU dan Keputusan KPU penyusunan PKPU dan

A dvokasi,
Penyelesaian
Sengketa da
Penyuluhan
Peraturan
Perundang-
undangan vang
berkaitan dengan

penyelenggaraan

Peraturan KPUJlang sesuai denganPersentase peraturan KPU

etentuan pembentukandan keputusan KPU yang
eraturan perundan uai format peraturan
ndangan perundang- undangan

Persentase Provinsi yang
mendapatkan penyuluhan
peraturan KPU

| Persentase ketepatan

waktu penyuluhan

eningkatnya kuaiitaIersentase penyelesaian
ancangan Peraturansengketa hukum  yang

PU dan Keputusan KPU dimenangkan

tang sesuai  denganfPersentase penyiapan
etentuan pembentukan pahan kajian/ dukungan
peraturan perundang-untuk pertimbangan/ opmi

undangan ukum dan penyelesaian

ersedianya pedoman
knis penyusunan
elaporan dana kampanye,
udit dana kampanye,
enfikasi partai politik dan
nggota DPD




|ND. Kegiatan iSasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pemangku
kepentingan yang
menerima bimbingan

/pelayanan penyusunan
laporan dana kampanye,
audit dana  kampanye,
‘E:nnfaftaran Partai Politik

g D0
erlaksananya

pengelolaan dokumen)|

Terlaksananya penyediaan
dan penyajian dokumentasi
dan informasi hukum yang

mutakhir
Fasi litasi| Meningkatnya kualitasPersentase proses PAW
Pelaksanaan dukungan teknis dalam@anggota DPR

Tahapan  Pemilu| Pemilu Legislatif, Pemilu dan DPD, DPRD Provinsi
Legislatif, Pemilu| Presiden dan Woakildan DPRD

Presiden dan Wakil| Presiden serta PemiluKabupaten/Kota dapat
Presiden, Kepala Daerah dan Wakil diselesaikan dalam waktu
Pemilukada, Kepala Daerah Shari kerja

Publikasi dan Jumilah Provinsi dam
Sosialisasi serta Kabupaten/Kota yang telah
Partisipasi membentuk PPID
Masyarakat dan

PAW Jumlah Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang telah
melakukan penataan dan
pengisian Anggota DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota/ind
uk /Pemekaran

Jumlah penataan daerah
emilihan pasca Pemilu
pasca Pemilu 2014

Jumlah data serta dokumen
Pemilu, Pemilu Presiden dan
Vakil Presiden serta
Pemilukada

Jumlah Provinsi dan
Eabupatenmota

ang melaksanakan
emilukada

No. |Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Jumlah kegiatan Pendidikan
Pemilih

Persentase  penyampaian
. ‘informasi dan publikasi serta
sosialisasi pada Pemilu

dan Pemilukada 45




3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam
kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun
kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk
menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peratum pelaksanaan dari undang-
undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan
KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu:
1} Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2) Peraturan yang mengatur dukungan kesekrctariatan penyelenggaraan Pemilu (non

tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu
A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatifdan Pemilu Presiden)

1) . Tahapan program dan jadxval Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
secara serentak;
2) . Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

3) . Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
4y Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
5) . Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

6) . Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden;

7} . Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif
dan Pemilu

Presiden;
8) . Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan
penyelenggraaan pemilu

dalam Pemilu Legislatif dan Pmeilu Presiden:;

9) . Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan




Pemilu Presiden;

1y . Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatifdan Pemilu
5 Presiden serta

penetapan calon terpilih

B. Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota
1y . Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubemur, Bupati dan
Walikota secara serentak;
2) . Pemutakhiran Data Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota,

3) Pencalonan dalam Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota;
4) . Kampanye Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota;
5) . Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

6) Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubemur,
Bupati dan Walikota;
7) . Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan
Gubemur, Bupati dan Walikota;
8) Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan
penyelenggraaan pemilu dalam Pemilihan Gubemur, Bupati dan
Walikota;
9) . Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubemur,
Bupati
10) . dan Walikota;
11y . Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubemur, Bupati dan
Walikota

serta penetapan calon terpilih.

Il. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemil u:
a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertangungjawaban;

c. Peraturan tentang kepegawaian;




d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
f Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.
3.4 Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan
inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU.

Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terns dilakukan melalui upaya-upaya

sebagai berikut:

a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;

b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon | dan Ii;

c. Penyempumaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar
tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan
efisien;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang Professional, berintegntas dan
berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;

e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan
partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;

f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan
stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan

g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam
pricritas pembangunan.

h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemenntah/Non-pemerintah, bilateral dan

multilateral.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga
; penyelenggara pemilu negara sahabat, bilateral dan multilaterial serta media. Pada

Tahun 2020-2024 KPU berencana akan bekerjasama dengan 45 lembaga pemerintah

dan non pemenntah baik dalam negeri maupun luar negeri.




Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan
profesionalitas. integntas. kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di
lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak poiitik
masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil KPU
merencanakan akan mengadakan Nota Kesepahaman dengan 9 (sembilan) Perguruan
Tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Univeristas Andalas, Universitas Gadjah Mada,
Univeristas Airlangga, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Lampung,
Universitas Sam Ratulangi Sedangkan dengan Universitas Indonesia juga akan
bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
pemanfaatan teknologi informasi, serfa pengembangan sumber daya manusia dalam
menunjang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

KPU juga berencana akan memperpanjang Kerjasama dengan Lembaga
Penyelenggara Pemilu Negara-negara Sahabat diantaranya adalah: Australian
Electoral Commission, Central Election Commission of The Russian Federation,
Election Commission of India, Institute Federal Electoral Mexico dalam rangka
meningkatkan pengelolaan dan administrasi pemilihan umum, serta pertukaran
pengetahuan dan pengalaman dalam teknis kepemiluan.

Untuk menjalin kerjasama dengan Organisasi Non Profit International, KPU akan
memperpanjang kerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) guna memperkuat
kapasitas KPU dalam penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan
azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Juga International Foundation for
Electoral Systems (IFES) dalam Program Bantuan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu

nasional 2019.

KPU akan mengadakan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti 1) Bank
Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
2) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tentang

peningkatan partisipasi perempuan dalam poiitik pada pemilihan umum anggota DPR,
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DPD, DPRD dan pemilihan Umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubemur,
bupati dan walikota dalam rangka perccpatan pengarusutamaan gender dalam poiitik; 3)
Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
4) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BFPKP) tentang penguatan tata
kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan KPU; 5) Tentara Masional Indonesia (TNI)
tentang distribusi logistik pemilu; 6) Kementerian Perhubungan tentang distribusi logistik
pemilu; 7) Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang kerjasama
sosialisasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024; 8) Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang kerjasama pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam penghimpunan, penggunaan,
dan/atau pelaporan dana kampanye peserta pemilu; 9) Kepolisian Republik Indonesia
(POLRI) tentang pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024; 10) Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran
dan lklan kampanye pemilihan umum; 11) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia tentang kerjasama dalam upaya 39 pemberaniasan tindak pidana korupsi; 12)
Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan
umum tahun 2024; 13) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama
sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2024;
14) Badan Pengawas Pemilu/Komisi Pemberantasan Korupsi/Komisi Informasi
Pusat/Pusat Peiaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang kepatuhan pada
ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu melalui media penyiar, 15) Lembaga limu
Pengetahuan Indonesia tentang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di
bidang kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Institute.

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri/Swasta, Lembaga Non Profit
Dalam Negeri, KPLJ akan memperpanjang kerjasama dengan 1) Kemitraan/ Partnership
tentang program dukungan bagi peningkatan kapasitas Komisi Pemilihan Umum dalam

menyelenggarakan dan membaharui tata kelola pemilihan umum; 2) Pusat Pemilu Akses

Penyandang cacat (PPUA-PENCA) tentang peningkatan partisipasi




penyandang disabilitas dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat,
dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan pemilihan umum
presiden dan wakil presiden serta pemilihan gubemur, bupati dan walikota dalam
rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga Negara Republik Indonesia:
1) Indonesia Parliementary Center tentang penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang kepemiluan dan pembentukan Electoral Research Instittute; 4)
BRIDGE Indonesia Network tentang kerjasama dalam program pembangunan sumber
daya di Bidang Demokrasi, Tata kelola dan Kepemiluan Building Resources In
Democracy, Governance And Election (BRIDGE). 5) lkatan Akuntan Indonesia tentang
penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman peiaporan dana kampanye
serta pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan umum presiden
dan wakil presiden tahun 2024; 6) Institut Akuntan Publik Indonesia tentang
pengembangan dan penerapan audit dana kampanye peserta pemilu anggota DPR,
DPD dan DPRD serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019,

Sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024
KPU akan bekerjasama dengan, 1) TVRI tentang kerjasama sosialisasi dan informasi
pemilihan umum tahun 2024; 2) RR1 tentang kerjasama sosialisasi dan informasi
pemilihan umum tahun 2024; 3) Metro TV dam Media Indonesia tentang kerjasama
sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun 2024,
2) Berita satu TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum tahun
2024, 5) Kompas TV tentang kerjasama sosialisasi dan informasi pemilihan umum
tahun 2014; 8) Detikcom tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi
pemilihan umum tahun 2024, 7) KBR 68 H tentang kerjasama sosialisasi dan
penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2024,

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden, mengamanatkan kepada KPU untuk melayani hak pilih seluruh Warga

Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi hak pilih, termasuk juga WNI yang




berdomisili atau tinggal di Luar Negeri. Untuk memfasilitasi hak pilih WNI di Luar
Negeri, KPU akan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
tentang Penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar
Negeri Tahun 2024. Untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri,
maka akan dibentuk Pokja Pembina Pemilu Luar Negeri yang berkedudukan di
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu Rl) yang bertugas :
1. Menyiapkan penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih Luar Negeri Tahun 2024
yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
2. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengarahkan kegiatan PPLN dan
KPPSLN, serta melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di
Luar Negeri;
3. Melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, (fasilitasi
kampanye Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024, dan menyelenggarakan

administrasi, keuangan, logistik, dan distribusi yang berkenaan dengan

penyelenggaraan Pemilu bagi Pemilih Luar Negeri.




BAB IV
TARGET KINERJA

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai olch unit kerja atau
organisasi dan setlap indikator kinerja sasaian vang ada Adapun target kinerja
Komisi Pemilihan Umum Kota ISalam dalam kurun vvaktu 2020 - 2024 disajikan
sebagai berikut:

Target Kinerja 2020 - 2024

Program &KegiatafSasaran Kegiatan |Indikator Kinerja[Target Kinerja '
n Kegiatan
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
1 Pelaksanaan Lﬁaningkatnya Persentase
kuntabilitas pembinaan meningkatnya kapasitasf0% B5% [f0% [5% PB0%
engelolaan perbendaharaan pengetahuan/
dministrasi pemahaman paraf
euangan di pejabat perbendaltaraan)
. ingkungan Setjen pada KPU, KPU Provinsi
KPU dan KPU Kab/Kotal
Terlaksananya Jumlah laporan system
system akuntansigkuntansi dan pelaporan 2 2 2 2 2
dan pelapuranteuangan Lap lap lap |Lap Lap
keuangan

etunjuk pengelolaan
euangan di lingkungan
PU

Jumlah juklasfjuknis Juk-2 Juk-2 Juk-2 2 Juk-
pengelolaan keuangan dipis  pis nis  Puk- pis

lingkungan KPU nis
TEI‘SEIES&I&EH:"I]FH FPersentase 75% [T6% 77% [8% BO0%
pennasalahan penyelesaian
pengelolaan permniasalahan dala
3 keuangan pengelolaan Re.tuanga':l

pada satker KPU, KPU
Provinsi, KPU Kab/Kota
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Prngramfi{egiatanISasaran Kegialan [ndikator Kinerja]T arget Kinerja
Kegiatan
2020 R021 R022 2023 R024
Tersusunnya laporangumiah  Penyampaian(i L 1 L 1
pertanggungjawaban Japoran Llap [ap Lap |Lap [ap
pengaunaan ertanggungjawaban
anggaran enggunaan  anggaran
e- LPPA) yang tepat
aktu dan valid
Fasilitasi Teriaksananya Persentase polai70% B0% [00% P% D%
Pengelolaan pembinaan pengelolaan logistik]
Data. koordinasi tingkaifPemilu di tingkat satker
Dokumertasi, atker dalamr
{Pengadaan. mengelola logistik
Pendistribusian, Ll'eriahsananya ersentase 70% P0% [100%P% 0%
Pemeliharaan dan pelembagaan elembagaan SOP|
Inverttarisasi S0P pengeiolaanpengelolaan logistilk
Logistik Jogistik Pemilu emilu
Famitl Tersusunnya standarFarsantase penyusunan/0% W/ P0% D% P%
logistik tandar logistik Pemilu
Pemilu
Teriaksananya ersentase penyusunan{70% B0% [©5% % D%
pengendalian  dan@administrasi pengelolaan
pengaturan ogistik
peministszs) ersentase ketersediaan[70% B5% [100% 0% 0%
pengelolaan logistik nformasi  arsip  dan|
okumen  pengelolaan|
Tersedianya dataPersentase jumlah jenis, 0% (0% P0% [100% [100%
kebutuhan  logistikialokasi dan peruntukan
Pemilu yang akurat Jogistik Pemilu yang|
epat
Pdaksanaan ersedianya ersentase kesesuai an 5% |7/7,50 [77,5077,50 [77,50
Manajemen dokumen ntara o % o Yo
Perencanaan dan perencanaan danRenstra dan Renja K/U
Data penganggaran, an RKA Kl
oordinasi anta
embaga, data da
nformasi serta hasi
onitoring da




evaluasi

Persentase  kemajuan| 100%
penyusunan dan
pdaksanaan modd dan
pedoman reformasi b
rokrasi dan tata kelol

KFPU

100%
(pe

pan)

100%
(pe

nera

pan)

100%
(pe

nera

pan)

100%
(Pe
nera

pan)




Progranvke
giatan

konkrit dan terukur

Sasaran Kegiaian Indikator Kinerj:JT arget Kinerja
Kegiaian
2020 021 RO022 bUEB 2024
Terwujudnya Persentase fasilitasif75% 77,50 [77,5077,50 |77,50
koordinasi antarkerjasama KPU dengan
lembaga I;’EF'?‘HE‘_ lain ’ N ol
asilitasi pembentukan 100% 100% Hoo% Hooo
embaga risef]
epemiluan dan
perasionalisasinya
ersentase laporan|
Terwujudnya sistem monitoring dan evaluasiif5% [77,50 |/7,50[77,50 [77,50
gg?}:ziztlzzgiaraan ang akuntabel dan tepat %o B ) o
pemilu yang tert ib. aktu
efektif dan efisien Persentase KPU B0% 5,00 B5,00(75,00 [75,00
PU/KIP Provinsi dan 0 By b4 0/,
PU/KIP
abupaten/Kota yang|
arget kinerjanya tercapai
esuai dengan|
enetapan kinerja
L:umlah dokumen RDPH2Z [12 12 |2 12
ang tersed ia sesuai
dengan tepat waktu Fok Dok Dok Dok Dok
Tersedianya data, Persentase 100% 100% [100% [100% 100%
informasi dan|pemutakhiran da !
| sarana dan|pemilih di tingka
| prasarana teknologikdurahan di seluru
- informasi Indonesia W
Pengembangan | o
teknologi informasi ikan
dalam kepemiluan: (&) ’
kajian  e-voting, design)
counting dan - dan
recapitulation; (b} N
penguatan sarana da kajian
prasarana perangkat S-W :
Tersusunnya ;'Jumlah sistem aplika¥i4 1 1 3 3
rencana penerapan|yang digunakan dalam Apli |Apli |Apli Apli Apli
e- Government yang penyelenggaraan Pemilu kasj i i asi




No

FProgram/Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator KinerjalTarget Kinerja

Kegiatan 2020 2021 P022

2023

bo24

Pembinaan SDM,
Pelayanandan
Administrasi
Kepegawaian

Tingkai  ketepata
tertibadministrasi
dan pengelolaa
SDM

enataan organisasi,@0% B0% P0%
embinaan dan
engelolaan administrasi

DM

80%

90%

Struktural

Terlaksananya Diklat Layanan
Teknis dan Diklatkompetensi

peningkaian{100% [100% [100%

DM

[100%

100%

Terselenggaranya

eleksi
ransparan
kuntabel

PNS secara
dan

elayanan 100% [100%

egawai baru

pengadaanf100%

100%

100%

ingkat ketepata
roses pelaksanaa
ergantian anta
ktu (PA
nggota KPU, KPU
rovinsi,
bupaterVKota dan
PU daera
mekaran

KPU

ergantian Antar Waktu B5% B5% [B5%

nggota
PU Provinsi

B5%

1B5%

Eﬂkumen
epegawaian

tengelolaan data base{100% [100% [100%

epegawaian

100%

100%

Terlaksananya
ketatalaksanaan
SDM

Terlaksananya penataan
SDM

Terseleksinya
Anggota KPU

DaeraJi Pemekaran

Seleksi Anggota
aerah

emekaran

KPUM00% [100% [100%

100%

100%




Sasaran Kegiatan  |Indikator I(inerjaJT arget Kinerja

Program/Kegiatan
] ] Kegiatan
2020 P021 022 023 PR024
T ersusunnya/RevisiRancangan  petaturan{100% [100% [100% [100% [100%
peraturan/Keputusan KPU tentang|
KPU Bidangkepegawaian
Kepegawaian
Penyelenggaraan Meningkatnya ersentase pemenuhanB0% B5% B5% B5% B5%
Opetasional dan kualitas peiayanankebutuhan sarana dan
Pemeliharaan dministrasi rasarana administrasi
Perkant oran perkantoran nunjang kinerja|
KKPU) awai
Lﬂeningkatﬂya ersentase B0% [75% [100% [100% [100%
HunaDiines ngadministrasian BMN
penatausahaan PU Daerah (Prov, Kab,
Barang Milik Negara Kota) ke dalam aplikasi
K.PU Nasional IMAK
Terwujudnva umlah KPU Kab/Kota300 MO0 [B11 B11 B11
pengeloiaan ng melaporkan
persediaan  (Stockpersediaan asse
ppname) erdasarkan stoc
pname dengan tep
aktu
eningkatnya ersentase  ketepatan75% [100% [100% [100% [100%
apasitas  personildan tertib administrasi
engdola BMN laksanaan evaluasi
indak lanjut
eningkatnya tertibPersentase ketepatan75% [100% [100% [100% [100%
dministrasi iaporan dan tertib administrasi
MN KPU Nasional peview laporan BMN|
PU
ersedianva petalPersentase hetﬂpataniﬂ 1 1 1 1
ran KPU terkaitpenyusunan regulasiPKPUPKPU PKPUPKPU PKPU
earsipan dankearsipan KPU
edoman lainny
ng sesuai dengan
turan yang lebih
inggi
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Kinerja]T arget Kinerja

Program/Kegiatan [Sasaran Kegiatan |ndikator
Kegialan
2020 2021 R022 023 2024
eningkatnya Persentase jumlah arsip 0% B0% [[0% B0% ©P0%
ngdolaan danyang dikelola sesuai
enerapan kearsipandengan penerapan
suai kaidahkaidah kearsipan
earsipan
eningkatnya ersentase  sosialisasip0% pB5% P0% [f0% BO0%
pasitas  personildan penerapan sistem
alam penerapankearsipan elektronik di
lektronik SistemKPU Provinsi
earsipan di KPU
rovinsi
eningkatnya ersentase jumlah0% B0% [[0% PB0% B0%
kuntabilitas atker KPU Daera
enataan, Prov, Kab/Kota) yang
endataandan engelola arsip sesuai
enilaian arsip turan kearsipan
erpenuhinya ersentase ketersediaanbﬂ% 90% P0% P0% P0%
arana pendukungdukungan sarana dan
ntuk pengadaanprasarana e-
arang dengan e- Procurement
rocurement
eningkatnya Presentase penyerahan[f5% [75% [B0% B0% [B5%
ualitas hasil notulen rapat yang
enyelenggaraan tepat waktu (3 hari)
eprotokolan.
persidangan dan|
aerpustakaan
Persentase 5% [f5% B0% PB0% B5%
erfasilitasinya
eprotokolan dalam|
endampingan kegiatan-
egiatan pimpinan
eningkatnya ersentase keberhasilan 0% P0% P0% B5% P5%
ayanan dukunganpenanggulangan
ngainanan angguan keamanan,
eningkatan kapasitas




Kinerjal'l'arget Kinerja

penibangunan gedung di
PU Daerah

Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan [ndikator
Kegiatan
2020 2021 022 P023 2024
Penieriksaan  di| Tersusunnya Fersentase penuruna:FE% 17% [18% R0% R5%
lingkungan Setjen| laporan hasilkasus terhada
KPU, Sekretariat | penieriksaan enyelewengan
Provinsi dan| dengan tujuankeuangan, pegawai
Sekretariat i
KabupatervKota | Tersusunnya ersentase pengaduanpB5% B7% [f0% [75% PB0%
laporan hasilmasyarakat yang
penieriksaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparalur KPU
Penyelenggaraan | Meningkatnya ersentase pemenuharbﬂ% 100% [100% [100% [100%
Dukungan Sarana| dukungan saranakendaraan berniotor bagi
Ran transportasi/niobilit pejabat dan operasional
Prasarana : :
as pegawai awai
Meningkatnya ersentase pemenuhan| 100% [100% [100% [100%
pemenuhan ukungan sarana dan
peralatan danprasarana
fasilitas ebelair/Elektronik
perkantoran antor KPU
Meningkatnya ersentase 100%
pemenuhan ersedianvalterbelinya
kebutulian nah untukg
gedungbangunan nibangunan gedung
KPU PU Pusat dan Design
Nasional an RAB penibangunan
edung KPU
Terselesaikannya 40% @o% R0%
tahapan penibangunan
gedung KPU Pusat
Tersedianya tanah untuk [120 (20 [120




L

Wiy

= 1




Program/Kegiatan ISasaran Kegiaian |ndikator Kinerja|'l'arget Kinerja
Kegiaian

2020 2021 R022 R023 R024

Persentase pemangkuBg% B7% B8% BY% P0%
kepentingan yangF

menerima
bimbingan/pelavanan
penyusunan Iajxxaru
dana kampanye. audi
dana kampanye,
pendaftaran Partai Politik
dan Anggota DPD

Persentase  ketepatanB86% @B7% B8% B9% PB0%
rﬂaktu penyiapan balian|

pelayanan pelaporan
dana kampanye audif]
dana kampanye,

pendaftaran Partai Politik
dan Anggota DPD

Terlaksananya 90% P0% P1% P1% B1%
pengelolaan dokumen
produk hukum
Meningkatnva Terlaksananya 90% PO0% PB1% PB1% P1%
kualitas pelayanan. penyediaan dan
pengelolaan penyajian  dokumentasi

dokumentasi dangdan informasi hukum
infomiasi hukum Faang mutakhir

Terlaksananya B0% P0% P1% P1% P1%
dukungan
ketatausahaan yang|
liandal (cepat, tepat dan
akurat)

UJumlah Provinsi dan 204 0 0 345
Kabupater/Kota yang|
mengikuti

Bimtek Pemilukada




I{iner]'al'l‘arget Kinerja

PRD Provinsi  dan
PRD Kabupaten/Kotal
apat diselesaikan dalam
aktu 5 han kerja

Program/Kegiatan{Sasaran Kegiatan |[Indikator

egiatan

2020 021 R022 R023 024

Fasilitasi eningkatnya umilah Provinsi dan 204 PO 0 346
Pelaksanaan ualitas  dukunganKabupater/Kota yang|
Tahapan Pemiluteknis dalam Pemilu mengikuti Bimtek
Legislatif, Pemilulegislatif, PemiluPemilukada
Presiden danPresiden dan Waki
Wakil residen se
Presiden, emilu KepalafFasilitasi monitoring dan 100% 100% [100%
FPemihikada, aerah dan Wakilsupetvisi pelaksanaan
Publikasi danKepala Daerah milukada dan pemilu
Sosialisasi  sola egislatif dan Presiden
Partisipasi rosentase proses PAU' L 1 1 1
Masyarakat dan nggota DPR dan DPD,
PAW




BAB Iil
PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tahun
2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan
bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dalam
menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan
sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang
visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan

kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah 2020 -
2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja KPU Kabupaten Bengkulu
Tengah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan
kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Rencana
strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu,
dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit
Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga

implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan

Umum Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan

Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.
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